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  ABSTRAK 

DARMI DIAN PUSPITA. 2023. Peranan Sistem Informasi Akuntansi 
Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pada 
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten 
Soppeng. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Ansyarif Khalid 
dan Ainun Arizah. 

 Tujuan penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat deskriptif 
kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui peranan sistem informasi akuntansi 
penggajian dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pada Badan 
Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Dalam penelitian ini sumber data  yang digunakan dalam pengumpulan data 
mencakup data primer. Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi akuntansi 
penggajian berperan penting dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 
pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng 
dalam aktivitas penggajian pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng  mengacu pada Surat Perintah 
Membayar sebagai dasar untuk diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D). Selanjutnya untuk pengendalian internal penggajian yang diterapkan 
pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng 
dapat dinyatakan telah efektif. 

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Penggajian, Pengendalian Internal  
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ABSTRACT 

DARMI DIAN PUSPITA. 2023. The Role of the Payroll Accounting 
Information System in Supporting the Effectiveness of Internal Control at 
the Regional Revenue and Financial Management Agency (BPKPD) of 
Soppeng Regency. Thesis. Department of Accounting, Faculty of 
Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. 
Supervised by: Main Supervisor Ansyarif Khalid and Co-Supervisor Ainun 
Arizah. 

 The purpose of this research is a type of qualitative research with the aim 
of knowing the role of the payroll accounting information system in supporting the 
effectiveness of internal control at the Regional Revenue and Financial 
Management Agency (BPKPD) of Soppeng Regency. The type of data used in 
this research is qualitative data. Data collection is done by observation, 
interviews, and documentation. In this study, the data sources used in data 
collection include primary data. The results showed that the payroll accounting 
information system plays an important role in supporting the effectiveness of 
internal control at the Soppeng Regency Regional Revenue and Financial 
Management Agency in paying employee activities at the Soppeng Regency 
Regional Financial and Revenue Management Agency referring to the Payment 
Order as the basis for issuing a Fund Disbursement Order (SP2D). Furthermore, 
the payroll internal control applied to the Soppeng Regency Regional Finance 
and Revenue Management Agency can be declared effective. 

Keywords: Accounting Information Systems, Payroll, Internal Control  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di era globalisasi saat ini, peran teknologi informasi sangatlah penting. 

Teknologi informasi diperlukan untuk mendukung operasional perusahaan 

dengan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. 

Teknologi informasi dapat memberikan informasi yang cepat, akurat, dan 

tepat serta mampu mengatur informasi perusahaan dengan benar dan dalam 

jumlah yang banyak sehingga dapat membantu sesama manusia dalam 

pengambilan keputusan yang tepat dalam menentukan strategi dan 

kebijakan. Untuk mendukung bidang kegiatan perusahaan pada saat itu, 

perusahaan membutuhkan sumber daya manusia (pegawai). Dengan adanya 

penggajian maka diperlukan juga sistem informasi akuntansi yang dapat 

digunakan untuk memfasilitasi  akuntansi penggajian. Sulit ketika masih 

menggunakan manual, maka perusahaan tentunya harus menggunakan 

teknologi informasi. Adanya tindakan dan transaksi yang dilakukan oleh unit 

tersebut harus mengukur pengendalian internal oleh pihak yang bertanggung 

jawab atas aktivitas dan transaksi tersebut. 

 Sistem Informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan 

membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, mengolah, 

menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut. Sistem informasi 

akuntansi adalah sistem yang memproses data dan transaksi untuk 

menghasilkan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengendalian, 

dan menjalankan perusahaan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah 
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untuk membantu dalam menyediakan informasi ekonomi perusahaan,  yaitu 

data yang dibutuhkan oleh berbagai pihak untuk menjalankan tugasnya di 

masa yang akan datang. Laporan ekonomi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi akuntansi secara tidak langsung mendukung dan meningkatkan 

efisiensi perusahaan, sehingga memungkinkan semua proses kerja berjalan 

secara efektif dan efisien (Munasti, 2022). 

 Sistem Informasi Akuntansi yang menjadi perhatian yaitu mengenai SIA 

pengeluaran, yang secara khusus dapat disebut dengan Sistem Informasi 

Akuntansi Penggajian. Sistem penggajian ini terdiri dari suatu kerangka kerja 

yang saling berhubungan dalam suatu perusahaan yang berguna untuk 

menginformasikan data biaya yang dibutuhkan oleh pihak-pihak 

berkepentingan pada perusahaan. Alur kerja dari sistem akuntansi 

penggajian ini dirancang oleh manajemen juga bertujuan untuk memudahkan 

manajemen untuk menyajikan informasi keuangan bagi kepentingan 

perusahaan dan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak luar 

perusahaan (Dedyant, 2022). 

 Hubungan antara sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal 

adalah bahwa sistem informasi akuntansi ini dirancang oleh perusahaan 

untuk memungkinkannya melakukan tugasnya, yaitu menghasilkan informasi 

akuntansi yang tepat waktu, relevan dan andal. Dalam sistem informasi 

akuntansi yang mencakup unsur pengendalian, kelebihan dan kekurangan 

sistem informasi akuntansi sangat mempengaruhi kinerja pengendalian intern 

manajemen, karena informasi yang dihasilkannya digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan mengenai aktivitas perusahaan. Penerapan sistem 

informasi akuntansi pada suatu perusahaan sangatlah penting, sehingga 
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tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya jika perusahaan tidak memiliki 

sistem informasi akuntansi yang sesuai. Selain itu, karena sistem informasi 

akuntansi mengandung unsur-unsur pengendalian,tidak mungkin perusahaan 

tidak melaksanakan pengendalian dengan baik. Fakta bahwa pemeriksaan ini 

tidak dilakukan dengan benar yaitu tidak mencegah kemungkinan 

penyalahgunaan dan penipuan, baik disengaja maupun tidak disengaja. 

Ketika penyalahgunaan dan penipuan terjadi, keamanan operasi perusahaan 

secara otomatis terganggu dan aktivitas yang dilakukan menjadi tidak efisien 

dan efektif. 

 Sistem informasi akuntansi penggajian sangatlah penting untuk 

menghindari kesalahan, perbedaan, atau pengeluaran yang fiktif pada 

instansi pemerintah/perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan. Salah satu organisasi pemerintah yang ada di Kabupaten 

Soppeng yang menangani masalah pengelolaan gaji yaitu Badan Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Dimana BPKPD ini merupakan 

instansi yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan pada 

bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, yang tugasnya 

melayani pengelolaan gaji yang baik bagi Pegawai ASN dan non-ASN dari 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada wilayah 

Kabupaten Soppeng khususnya penanganan administrasi penggajian 

pegawai ASN dan non- ASN yang ada di instansi tersebut. Oleh karena itu, 

BPKPD tidak dapat dipisahkan dari yang namanya transaksi penggajian 

(Anggreani, 2022). 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah  sudah menerapkan sistem informasi akuntansi. Dimana 
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sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh BPKPD yaitu Sistem 

Informasi Perangkat Daerah atau yang sering disingkat SIP-D. SIP-D 

merupakan sistem informasi yang mencakup sistem perencanaan 

pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta pengelolaan dan 

pengendalian sebagai salah satu sistem informasi akuntansi BPKPD yang 

menerapkan payroll dalam pengelolaan penggajian para pegawai. Tapi saat 

ini berdasarkan pengamatan sebelumnya tentang sistem informasi akuntansi 

penggajian yang digunakan sebagai input utama dalam proses penginputan 

transaksi gaji masih belum memenuhi harapan terkait ketepatan waktu 

pembayaran gaji pegawai BPKPD (Silalah, 2019). 

 Sistem penggajian ini dirancang khusus untuk pegawai ASN dan non-

ASN yang ada di kantor BPKPD Kabupaten Soppeng. Dimana sampai saat 

ini pemberian gaji kepada pegawai sudah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Dalam menentukan gaji PNS besarannya ditentukan oleh 

jabatan/golongan pegawai bersertifikat SK kenaikan pangkat. Sementara 

untuk gaji non-ASN, khususnya pegawai kontrak besarnya tergantung dari 

lamanya masa kerja yang juga dibuktikan dengan SK peraturan 

ketenagakerjaan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Mulatua Silalahi (2019) dalam 

penelitiannya yang berjudul "Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian Pada Dinas 

Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Berdagai". Jenis penelitian 

ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam 

penelitian ini teori yang digunakan adalah sistem informasi akuntansi 

penggajian. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini 
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yaitu: subjek, jenis pengumpulan data, dan lokasi penelitian. Sedangkan 

persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu: objek yang 

diteliti, metode yang digunakan, serta teori yang digunakan. 

 Masalah penggajian cenderung menjadi hal yang paling kompleks dan 

merupakan salah satu bagian terpenting dari instansi pemerintah. Jadi sistem 

informasi akuntansi penggajian diperlukan untuk pembayaran gaji pegawai 

yang terkoordinasi dan efisien.  Artinya, berdasarkan uraian tersebut Penulis 

tertarik untuk mengetahui uraian lebih tepat dan lebih detail bagaimana 

menggunakan sistem informasi akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan 

sistem informasi akuntansi penggajian serta dokumen-dokumen pendukung 

pengajuan gaji yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 

Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. Sehingga peneliti mengangkat judul 

tentang "PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN 

DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA 

BPKPD KABUPATEN SOPPENG" 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan 

masalahnya adalah bagaimana Peranan Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten 

Soppeng. 
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C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Sistem Informasi 

Akuntansi Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal 

pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) 

Kabupaten Soppeng.. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan bantuan penelitian ini, kita dapat memanfaatkannya untuk 

membangun pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan 

pengalaman dalam penerapan akuntansi manajemen yang terkait 

sehubungan dengan sistem informasi akuntansi. 

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi 

gambaran tentang adopsi masyarakat terhadap penggajian pegawai dan 

manfaatnya bagi instansi serta sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

  Informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian atau sebagai 

referensi tambahan bagi para pembaca dan memberikan wawasan bagi 

yang berminat melakukan penelitian di bidang yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengertian, Komponen, dan Peranan Sistem Informasi Akuntansi 

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

  Secara umum, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat diartikan 

sebagai sistem informasi formal dalam pengertian yang paling ladzim, 

mencakup semua karakteristik tujuan, tahapan, tugas pemakai dan 

sumber daya, serta terdiri dari koordinasi antar manusia, alat dan metode 

yang berinteraksi dalam suatu wadah organisasi, untuk menghasilkan 

informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen 

(Fuadah, 2022). 

  Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dapat 

digunakan untuk mencatat, mengumpulkan, menyimpan dan mengolah 

suatu data yang telah tersedia dalam transaksi akuntansi yang digunakan 

untuk memberikan hasil informasi akuntansi serta keuangan yang dapat 

berguna untuk mengambil keputusan yang akan diambil oleh para 

manajemen (Natalia, 2020). 

  Menurut Laudon di dalam buku karangan Azhar Susanto yang 

berjudul Sistem Informasi Akuntansi "Sistem Informasi Akuntansi adalah 

komponen-komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk 

mengumpulkan, menyimpan dan memproses informasi guna mendukung 

pengambilan keputusan, pengendalian, koordinasi, dan untuk memberikan 

gambaran aktivitas internal perusahaan". 
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  Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi merupakan suatu sistem akuntansi yang berhubungan dengan 

penyediaan dan penerapan informasi akuntansi untuk menyediakan suatu 

bentuk pelaporan untuk keperluan intern yakni, pengawas atau 

manajemen organisasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan 

bisnis manajer dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, 

pemantauan, dan pengawasan, yang memungkinkan manajemen lebih 

matang untuk mengarahkan dan menjalankan tugas pengendalian. 

b. Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

  Banyak perusahaan yang telah menggunakan komputer dalam 

sistem operasionalnya. Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang 

semakin berkembang dan bersaing, maka kebutuhan akan informasi yang 

cepat, tepat dan akurat semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa 

komputer merupakan alat bantu yang tepat untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Dengan demikian, peranan komputer sangat 

besar bila dimanfaatkan secara optimal. Perusahaan yang ingin maju dan 

memperoleh informasi yang cepat,tepat dan akurat harus melakukan 

komputerisasi dalam sistem informasinya dan apabila perusahaan tidak 

menggunakan komputer, maka informasi yang diperoleh mungkin telah 

usang atau tidak tepat waktu (Widiastutik, 2020). 

 Sistem Informasi terdiri dari 6 komponen,yaitu sebagai berikut: 

1) blok masukan, input mewakili data yang masuk kedalam sistem 

informasi, termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data 

yang akan dimasukkan berupa dokumen-dokumen dasar 
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2) blok model, blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model 

matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan 

di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan 

keluaran yang diinginkan. 

3) blok keluaran, produk dari sistem informasi adalah keluaran yang 

merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna 

untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. 

4) blok teknologi, teknologi merupakan kotak alat (toolbox) dalam sistem 

informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan 

model, menyimpan, dan mengakses data, menghasilkan dan 

mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara 

keseluruhan. 

5) blok database, merupakan kumpulan data yang saling berhubungan 

satu sama lain, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

6) blok kendali, pengendalian digunakan untuk mencegah hal-hal yang 

dapat merusak sistem atau untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang 

terlanjur terjadi. 

c. Peranan Sistem Informasi Akuntansi 

  Perusahaan harus mampu merencanakan, mengkoordinasi serta 

mengontrol seluruh aktivitas dengan baik, selain itu perusahaan juga 

harus dapat menyediakan berbagai informasi bagi kebutuhan semua pihak 

yang berkepentingan, karena itulah sistem informasi akuntansi memegang 

peranan yang sangat penting. Sistem informasi akuntansi itu memegang 

peranan yang penting dalam pengambilan keputusan manajemen 

(Fuadah, 2022), yaitu: Informasi akuntansi sering memberikan dorongan 
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kepada pengambilan keputusan manajemen dengan menunjukkan adanya 

suatu situasi yang mendukung tindakan manajemen dan informasi 

akuntansi juga sering memberikan suatu dasar untuk mengadakan pilihan 

antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dilakukan. 

2. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

    Sistem akuntansi penggajian merupakan sistem yang dipakai oleh 

perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan atas pemberian jasa 

yang mereka berikan. Adanya sistem akuntansi agar dapat berjalan lebih 

efektif dan efisien. Ketika perusahaan tidak memiliki sistem penggajian yang 

baik, maka penyelewengan atau penyimpangan akan sangat mungkin 

terjadi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penggajian tersebut 

adalah pemisahan tugas antar fungsi yang terkait, sehingga dapat 

memudahkan pekerjaan para karyawan yang bertugas dalam perhitungan 

gaji (Alam, 2022). 

         Menurut (Yani, 2017), Sistem informasi akuntansi penggajian adalah 

gabungan  antara sekumpulan manusia dan sumber-sumber modal dalam 

suatu organisasi yang bertanggungjawab atas ketersediannya informasi 

keuangan dalam bidang pembayaran gaji dimana informasi yang diperlukan 

tersebut berasal dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang 

terjadi. Kegunaan utama Sistem Informasi Akuntansi Penggajian adalah 

untuk memfasilitasi personel lain entitas, yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan yaitu: keandalan 

pelaporan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum 

dan peraturan yang ada.  
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Adapun proses sistem penggajian sebagai berikut (Afni dkk,2019): 

a. Proses merekap daftar hadir tiap hari kerja. 

b. Proses menghitung gaji karyawan berdasarkan daftar hadir oleh bagian 

keuangan dan mengarsipkannya. 

c. Proses pembayaran gaji yang tertera pada slip gaji karyawan dan untuk 

bukti pembayaran, karyawan dimintai tanda tangan. 

d. Bagian keuangan membuat laporan berdasarkan slip yang sudah 

ditanda tangani kemudian diarsipkan. 

     Model Theory of Reasoned Action (TRA) digunakan untuk 

mempelajari perilaku manusia. Penelitian dalam psikolog sosial 

menunjukkan bahwa niat perilaku sesorang terhadap individu dalam 

melakukan perilaku tersebut (Ajzen dan Fishbein,1975). TRA menjelaskan 

bahwa keyakinan dapat mempengaruhi sikap dan norma sosial yang mana 

akan merubah bentuk keinginan berperilaku baik dipandu ataupun terjadi 

begitu saja dalam sebuah perilaku individu. Teori ini menegaskan peran 

dari "niat" seseorang dalam menentukan apakah sebuah perilaku akan 

terjadi. TRA memiliki dua konstruk utama dari intention: (1) sikap terhadap 

perilaku  (attitude toward behavior) dan (2) Subjective norm berasosiasi 

dengan perilaku tersebut. TRA menjelaskan bahwa seseorang atu individu 

akan menyadari bahwa sistem informasi akuntansi akan menghasilkan 

banyak manfaat bagi penggunanya. 
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2. Fungsi terkait Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

      Menurut Mulyadi (2014), yang terkait dengan SIA Penggajian 

karyawan antara lain: 

1) Fungsi kepegawaian 

Pada fungsi kepegawaian ini bertugas atau berfungsi pada hal-hal yang 

berkaitan dengan kepegawaian seperti pencarian karyawan baru, 

penyeleksian karyawan, surat tarif gaji karyawan, kenaikan jabatan atau 

pangkat, pemberhentian karyawan dan mutasi karyawan atau pemindahan 

karyawan. 

2) Fungsi pencatatan waktu 

Pada fungsi pencatat waktu mempunyai fungsi atau tanggung jawab dalam 

melakukan pencatatan waktu hadir atau absensi untuk karyawan 

seluruhnya. 

3) Fungsi pembuat daftar gaji 

Ini adalah sebuah fungsi yang bertugas atau bertanggung jawab dalam 

pembuatan daftar gaji yang isinya meliputi rincian dan potongan gaji 

karyawan. 

4) Fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi ini mempunyai tugas atau tanggung jawab dalam 

pencatatan tanggungan atau kewajiban pada karyawan antara lain seperti, 

catatan piutang, karyawan, piutang dana pensiun dan beban-beban 

karyawan lainnya. 

5) Fungsi keuangan 

Fungsi keuangan ini berfungsi untuk pencairan atau pembayaran bagi 

karyawan secara tunai atau non tunai seperti cek dan transfer. 
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3. Sistem Pembukuan dan Pembayaran Gaji 

a. Sistem Pembukuan Gaji 

         Di era modern metode pembukuan dalam akuntansi menggunakan 

pencatatan terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi. Kelebihan 

pencatatan dengan menggunakan aplikasi ini dapat meminimalisasi 

kesalahan pencatatan. Sistem akuntansi instansi pemerintah saat ini 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Belanja Subsidi dan Belanja  Lain-Lain pada BAB 1 Pasal 1 ayat 1 Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi yang selanjutnya 

disingkat SABS adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, Pengakuan, Pencatatan, 

Pengikhtisaran serta Pelaporan Posisi Keuangan dan Operasi Keuangan 

atas transaksi belanja subsidi. Dan pada ayat 2 pada Sistem Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain yang selanjutnya disingkat 

SABL adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi 

mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan 

posisi keuangan, dan operasi keuangan atas transaksi belanja lain-lain. 

SABS merupakan subsistem dan sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangan BUN (Wulaningrum, 2022). Dalam rangka pelaksanaan SABS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk unit akuntansi dan 

pelaporan keuangan yang terdiri atas: UAKPA BUN, UAPPA BUN. dan 

UAPBUN. 

         Selain itu sejak tahun 2008 pemerintah telah menginstruksikan 

kepada seluruh satuan kerja pemerintah khususnya kementerian 
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Negara/Lembaga untuk menggunakan aplikasi Gaji Pemerintah Pusat 

(GPP) sesuai dengan PMK Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan 

Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota 

Tentara Nasional  Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Kepada Kementerian Negara/Lembaga (Ghozali,2019). 

b. Sistem Pembayaran Gaji 

         Berdasarkan PMK 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran 

APBN 2013. Pembayaran belanja pegawai dibedakan menjadi 8 jenis gaji 

sebagai berikut: Gaji Pokok, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Gaji Terusan, 

Gaji Bulan Ketiga Belas, Gaji Tunjangan Hari Raya, Uang Makan, dan 

Belanja Pegawai Lainnya 

         Honorarium, uang makan, lembur, vakasi, tunjangan kinerja dan 

berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya adalah termasuk belanja 

pegawai lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayan 

Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga BAB II 

pasal 2 tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan 

kinerja pegawai pada masing-masing kementerian negara/lembaga. 

Besaran tunjangan kinerja ditentukan dalam pasal 5 ayat: Besaran 

tunjangan kinerja pegawai mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden 

yang mengatur mengenai tunjangan kinerja Pegawai masing-masing 

kementerian negara/lembaga dan besaran tunjangan kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam 
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Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja Pegawai 

pada masing-masing kementerian negara/lembaga. 

4. Pengertian Efektivitas 

     Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga 

dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan 

prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat 

keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan 

dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap 

kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran 

yang telah ditentukan (Natalia, 2020). 

     Menurut Danke (2012), efektivitas perusahaan adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Efektivitas kadang dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam suatu keberhasilan perusahaan. Apabila kegiatan 

berjalan dengan efektif maka suatu perusahaan dapat dikatakan sudah 

berhasil. Semakin sedikit sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan 

sesuatu yang lebih banyak dapat dikatakan perusahaan sudah mencapai 

efektivitasnya (Fibriyanti, 2017). 

4. Pengertian, Struktur, dan Unsur-Unsur Pengendalian Internal 

a. Pengertian Pengendalian Internal 

  Definisi pengendalian intern menurut Niswonger dalam bukunya 

Accounting (2005:235) adalah "Kebijakan dan prosedur  yang melindungi 

aktiva  perusahaan dari kesalahan pengguna, memastikan bahwa 

informasi usaha yang disajikan  akurat dan meyakinkan bahwa hukum 

serta peraturan telah diikuti", sedangkan menurut Ikatan Akuntan 
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Indonesia (2008:31), pengendalian intern adalah suatu proses yang 

dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas, 

yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 

tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan, efektivitas dan efisiensi 

operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada. 

  Menurut (Fibriyanti, 2017), pengendalian internal adalah suatu 

aktivitas berupa prosedur-prosedur yang harus dilakukan  untuk memberi 

keyakinan yang layak bahwa suatu kegiatan yang dilakukan tidak 

menyimpang dari yang seharusnya. Pengendalian internal memiliki 

beberapa  unsur penting meliputi unsur pengendalian, unsur perhitungan 

resiko, kegiatan pengendalian, pengolektifan informasi serta arus 

komunikasi, dan pemantauan (Patabang et al, 2018).  Jadi, dari beberapa 

pengertian yang diberikan diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

internal adalah suatu kegiatan berupa tindakan-tindakan yang 

dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan yang cukup tentang kegiatan 

yang dilakukan sehingga tidak menyimpang dari yang seharusnya. 

Tujuan pengendalian internal seperti yang dikemukakan oleh Elder, 

Beasley, dan Arens (2009:242) yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf 

adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas dan efisiensi operasi 

Pengendalian internal bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi 

dalam kegiatan operasi perusahaan, hal ini termasuk pelaksanaan 

kegiatan, pencapaian hasil, dan usaha perlindungan terhadap kerugian . 

Pengendalian internal dibutuhkan atas sumber daya ini tidak 

disalahgunakan oleh orang-orang atau pihak yang yang tidak 
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berkepentingan dan tidak berwenang. Manajemen harus memiliki data dan 

informasi yang akurat agar pengambilan keputusan  dapat dilakukan 

secara cepat dan tepat. 

2. Reabilitas atas Pelaporan Keuangan 

Manajemen bertanggung jawab atas pelaporan keuangan yang diterbitkan 

oleh perusahaan. Pengendalian internal bertujuan agar pelaporan 

keuangan yang diterbitkan dapat dipercaya, hal ini termasuk pencegahan 

atas kecurangan pada pelaporan keuangan. Kecurangan atas pelaporan 

keuangan biasanya disebabkan karena permintaan dari pihak eksternal. 

Pengendalian internal bertujuan agar pelaporan keuangan yang ada dapat 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan 

Pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa segala 

peraturan dan ketetapan yang sudah dibuat oleh perusahaan sudah 

dipatuhi dengan baik dan benar oleh para karyawannya. Pengendalian 

internal dapat mengendalikan kegiatan perusahaan agar dapat sesuai 

dengan peraturan dan hukum yang berlaku. 

b. Struktur Pengendalian Internal 

        Struktur pengendalian intern merupakan prosedur dan kebijakan 

yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan 

khusus organisasi akan tercapai. Struktur pengendalian internal 

mempunyai tiga elemen, yaitu (Krismiaji,2015): 

1. Lingkungan pengendalian mendeskripsikan efek kolektif dari berbagai 

faktor pada peningkatan, penurunan atau penetapan efektivitas 

prosedur dan kebijakan khusus. Faktor-faktor yang disebutkan diatas 
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berupa, komitmen terhadap integritas dan nilai etika, filosofi dan gaya 

operasi manajemen, struktur organisasi, komite audit dewan direktur, 

metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. 

2. Sistem akuntansi terdiri atas metode dan catatan yang telah ditetapkan 

guna untuk mengklasifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan, 

mencatat serta melaporkan transaksi-transaksi organisasi. 

3. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang 

ditambahkan ke lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang 

telah ditetapkan oleh manajemen. 

c. Unsur-Unsur Pengendalian Internal 

          Unsur-unsur pengendalian internal berdasarkan COSO  

(Committee Of Sponsoring Organization) ada 4 sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Merupakan unsur dasar untuk semua komponen pengendalian internal 

atau menjadi pondasi dari komponen lainnya. Lingkungan pengendali 

meliputi, integritas atau etika, komitmen seluruh anggota organisasi, 

filosofi manajemen, struktur organisasi, kebijakan dan pengelolaan 

sumber daya manusia serta adanya Dewan Komisaris dan adanya 

Komite Audit. 

2. Penilaian Risiko (Risk Assisment) 

Merupakan unsur proses yang dinamis dan berulang untuk 

mengidentifikasi dan menganalisa serta mitigasi risiko terkait dengan 

pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi atau 

perusahaan bisa berasal dari internal organisasi ataupun dari eksternal. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 
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Mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan 

prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan 

manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas usaha pencapaian 

tujuan secara efektif. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Manajemen harus mendapatkan,menghasilkan dan menggunakan 

informasi yang relevan dan berkualitas, baik dari sumber internal 

maupun eksternal untuk terselenggaranya fungsi pengendalian internal 

yang mendukung pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. 

5. Aktivitas Pengawasan (Monitoring Activities) 

Unsur pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, 

atau kombinasi dari keduanya untuk memastikan komponen-komponen 

pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. 

Dengan adanya aktivitas pemantauan ini, maka sistem pengendalian 

bisa saja terjadi perubahan sesuai dengan kondisi yang diperlukan. 

B. Tinjauan Empiris 

          Tinjauan Empiris merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya 

digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini 

diantaranya disajikan dalam tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris 

No Nama 

Penelitian 
Judul Metode Hasil 

1 Bella Natalia 

(2020) 

Analisa Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penggajian Untuk 

Kualitatif Hasil dari penelitian 

ini adalah dengan 

diterapkannya sistem 

informasi akuntansi 
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Meningkatkan 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal Pada PT 

Gamma Utama 

Sejati 

penggajian dapat 

meningkatkan 

efektivitas dari 

pengendalian internal 

pada PT Gamma 

Utama Sejati dan 

terdapatnya 

perkembangan dari 

penggunaan fungsi 

dan dokumen dalam 

mendukung 

penggunaan sistem 

penggajian 

2 Puspita Dewi 

Wulaningrum 

(2022) 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Penggajian 

Pegawai Negeri 

Sipil dan Pegawai 

Non Pegawai 

Negeri 

Kualitatif Hasil analis dari 

penerapan sistem 

informasi akuntansi 

pada Dinas 

Peternakan dan 

Kesehatan Hewan 

Kabupaten Bone 

untuk yang PNS pada 

penerapan sistem 

informasi akuntansi 

dan ketentuan 

peraturan pemerintah 

sudah sesuai dengan 

peraturan pemerintah 

yang berlaku , 

sedangkan pada non 

PNS pada penerapan 

sistem informasi 

akuntansi sudah 

sesuai dengan 

ketentuan Peraturan 

yang berlaku 

3 Toni Iswadi 

(2022) 

Pengaruh Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penggajian dan 

Budaya 

Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 

Telkom Akses 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sistem informasi 

akuntansi penggajian 

dan budaya 

organisasi 

berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap kinerja 
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Area Padang karyawan PT Telkom 

Access Area Padang 

4 Andiya Eka 

Saputri 

(2021) 

Analis Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penggajian 

Karyawan Pada 

Coolio 

Barbershop 

Cabang Sidoarjo 

Kualitatif Hasil dari penelitian 

ini adalah penerapan 

sistem informasi 

akuntansi penggajian 

karyawan yang 

dilakukan pada 

Coolio Barbershop 

masih kurang sesuai 

dengan teori. Karena 

dalam pelaksanaan 

penggajiannya tidak 

memiliki dokumen 

yang lengkap sesuai 

dengan teori,seperti 

dokumen pendukung 

perubahan gaji, kartu 

jam kerja, bukti kas 

keluar, dan catatan 

akuntansi. Dan juga 

adanya perangkapan 

jabatan pada fungsi 

akuntansi 

5 Zein Ghozali 

(2019) 

Analisis 

Penerapan 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Penggajian Pada 

Balai Konservasi 

Sumber Daya 

Alam Sumatera 

Selatan 

Kualitatif Hasil dari penelitian 

ini adalah: 

1. BKSDA Sumatera 

Selatan melakukan 

tahapan Pembayaran 

Gaji Pegawai ASN 

dan PPNPN dimulai 

dari bagian 

Kepegawaian dan 

Ketatalaksanaan 

untuk mengubah data 

gaji pegawai yang 

kemudian data 

perubahan gaji 

pegawai dikirim ke 

Bagian Keuangan 

untuk selanjutnya 

diproses sesuai 

dengan 8 jenis gaji 

2. Dalam pelaporan 
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penggajian BKSDA 

Sumatera Selatan 

melakukan proses 

pencatatan dengan 

manual terlebih 

dahulu yang 

kemudian diinput 

kedalam aplikasi 

sehingga tercatat 

secara komputerisasi 

yang sesuai dengan 

standar pembukuan 

Sistem Akuntansi 

Instansi yang berlaku  

6 Rahdien 

Badu Alam 

(2022) 

Pengaruh Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penggajian 

Terhadap 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal 

Kuantitatif Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

komponen sistem 

informasi akuntansi 

penggajian saling 

terkait satu sama lain 

dengan pengendalian 

internal untuk 

tercapainya tujuan 

akhir dari 

pengendalian itu 

sendiri, yaitu struktur 

organisasi, sistem 

otoritas, prosedur 

pencatatan dan 

praktek yang sehat 

7 Mulatua 

Silalahi 

(2019) 

Peranan Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penggajian 

Dalam 

Menunjang 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal 

Penggajian Pada 

Dinas Koperasi 

Dan Usaha Mikro 

Kabupaten 

Serdang 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

sistem informasi 

akuntansi penggajian 

yang diterapkan pada 

Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 

Kabupaten Serdang 

Bedagai dapat 

mendukung 

keefektifan  

pengendalian internal 

penggajian dengan 

memadai 
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Berdagai 

8 Ade 

Setiawan 

(2019) 

Analisis Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Penggajian di 

Industri Mebel 

ABC 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sistem penggajian 

dan pengupahan 

belum sepenuhnya  

terkomputerisasi. 

Walaupun demikian, 

sistem sudah berjalan 

efektif dari segi 

kinerja, informasi, 

ekonomi, keamanan, 

efisiensi, dan 

pelayanan. Namun, 

masih ada potensi 

kecurangan dan 

kelalaian pada tahap 

presensi dan 

penyampaian gaji 

maupun upah yang 

masih dilakukan 

secara manual 

9 Risxa Ayu 

Anggereani 

(2022) 

Analisis Sistem 

Informasi 

Akuntansi (SIA) 

Penggajian 

Karyawan Pada 

Kantor 

Administrasi 

Perumahan the 

Gayungsari Kota 

Surabaya 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

menunjukkan sistem 

informasi akuntansi 

dan prosedur 

penggajian atau 

pengupahan yang 

selama ini diterapkan 

di Kantor Administrasi 

Perumahan The 

Gayungsari belum 

cukup baik, dan 

pengendalian secara 

internal yang belum 

cukup efektif dengan 

adanya rangkap 

jabatan 

10 Zulhendra 

(2022) 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Penggajian 

Pegawai Pada 

Wilayah 

Perwakilan 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

menunjukkan sistem 

informasi akuntansi 

penggajian pegawai 

pada Perwakilan 

BKKBN Provinsi 
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Badan 

Kependudukan 

dan Keluarga 

Berencana 

Nasional 

(BKKBN) Provinsi 

Sumatera Barat 

Sumatera Barat 

sudah berjalan 

dengan baik ditandai 

dengan tidak 

ditemukannya tindak 

kecurangan dalam 

instansi pemerintahan 

tersebut  

 

C. Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini untuk mengetahui 

apakah sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan sudah sesuai 

dengan teori akuntansi pada umumnya dan untuk mengetahui apakah sistem 

informasi akuntansi sudah memiliki unsur-unsur pengendalian internal dan 

sarana untuk mencapai pengendalian internal.  

  

 

 

II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) 

Hasil Penelitian 

Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

 

Pengendalian Internal 

 

Mengevaluasi sistem informasi akuntansi 

penggajian yang sudah ada di BPKPD yang 

meliputi: Dokumen yang sudah digunakan, fungsi 

yang terkait, catatan akuntansi yang digunakan, dan 

prosedur penggajian 

Tinjauan sistem informasi akuntansi 

penggajian pada BPKPD dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal 
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 Penelitian ini dilakukan pada salah satu organisasi pemerintahan yang 

ada di Kabupaten Soppeng yang menangani masalah pengelolaan gaji yaitu 

pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Dimana 

BPKPD ini merupakan instansi yang mendukung penyelenggaraan urusan 

pemerintahan pada bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, yang 

mana tugasnya melayani pengelolaan gaji yang baik bagi pegawai ASN dan non-

ASN dari masing-masing Satuan Perangkat Daerah (SKPD) pada wilayah 

Kabupaten Soppeng khususnya pada penanganan administrasi penggajian 

pegawai yang ada di instansi tersebut. Oleh karena itu, BPKPD tidak dapat 

dipisahkan dari yang namanya transaksi penggajian. 

 Dimulai dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pegawai yang 

bertugas pada perbendaharaan yang berhubungan dengan sistem penggajian 

dan melakukan observasi di instansi  untuk mengetahui sistem informasi 

akuntansi penggajian yang selama ini telah berjalan di Badan Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. Kemudian 

membandingkan dengan sistem informasi akuntansi yang sudah ada dengan 

teori yang meliputi dokumen yang digunakan, fungsi yang terkait, catatan 

akuntansi yang digunakan, dan prosedur penggajian. Selanjutnya meninjau 

sistem informasi akuntansi penggajian pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal. Dan menyimpulkan hasil analisis untuk instansi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, dimana penelitian dimulai dengan mengumpulkan dan 

menyaring seluruh keterangan yang dikumpul secara menyeluruh dan detail 

kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. 

 Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif yang 

dipilih penulis dalam penelitian ini, karena penelitian ini mengekspor gejala 

Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Menunjang 

Efektivitas Pengendalian Internal Pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. 

B. Fokus Penelitian  

 Penelitian ini berfokus pada Peranan Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten 

Soppeng. 

C. Situs dan Waktu Penelitian 

 Penelitian memerlukan tempat dan waktu penelitian untuk memperoleh 

data dan informasi yang dibutuhkan, maka peneliti memilih instansi 

pemerintah sebagai obyek penelitian yaitu pada Badan Pengelola Keuangan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. Adapun waktu penelitian  

ini dilakukan dari Juni 2023 sampai pada penampungan hasil. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

        Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data 

kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-

kata, gambar, atau video yang memiliki makna bukan dalam bentuk 

angka-angka. 

2. Sumber Data 

        Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Yang digunakan oleh peneliti merupakan data primer. Data 

primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan 

oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu 

atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. 

Data primer ini antara lain: 

1) Catatan hasil wawancara 

2) Hasil observasi lapangan 

3) Data-data mengenai informan 

E. Informan 

 Informan dalam penelitian ini yakni Analis Perbendaharaan yang 

mengelola gaji seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta para 

pegawai yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 

(BPKPD) Kabupaten Soppeng yang berupa wawancara atau tanya jawab 

maupun diskusi dengan pihak yang bersangkutan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang peneliti 

gunakan untuk mengumpulkan data. Beberapa poin-poin dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi ini adalah kegiatan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan 

penelitian untuk meneliti Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. 

2. Wawancara 

Wawancara ialah kegiatan yang dilakukan peneliti seperti memberikan 

pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada narasumber penelitian, dimana 

peneliti membuat pertanyaan terkait Peranan Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten 

Soppeng. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah kegiatan  penelitian secara dokumentasi seperti 

dokumentasi catatan, dokumen, laporan terkait dengan kegiatan organisasi 

yang berhubungan  dengan Peranan Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten 

Soppeng. 
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G. Metode Analisis Data 

        Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif, dimana teknik analisis data ini menjelaskan dan 

menggambarkan permasalahan secara sistematis terhadap seluruh 

komponen-komponen yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan 

permasalahan. Berikut metode analisisnya: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data  yang meyakinkan, melakukan pemilahan dan 

membuang data yang tidak perlu dan memproses data pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten 

Soppeng, dengan begitu sehingga dapat ditarik kesimpulan dan 

diverifikasi. 

2. Penyajian data 

Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengumpulan dan 

membandingkan data hasil temuan yang didapat pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten 

Soppeng dengan kajian teori Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. 

3. Verifikasi dan Simpulan 

Melakukan verifikasi dan menyimpulkan data dari hasil temuan 

penelitian yang dilakukan di lapangan dan kajian-kajian teori yang 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 

Daerah (BPKPD)  

  Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 83 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja BPKPD Kabupaten Soppeng. Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

  Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin 

oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam memimpin dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi urusan pemerintah daerah 

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, 

pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah; 

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, 

pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah; 

c. pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, 

akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pendapatan 

pengelolaan daerah; 

2. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 

(BPKPD) Kabupaten Soppeng 

a. Visi 

"Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional, Tertib 

dan Akuntabel". 

b. Misi 

1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dengan 

didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, terpadu dan 

terarah. 

2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam 

merumuskan kebijakan tertib administrasi pengelolaan keuangan 

dan aset daerah yang efektif dan efisien. 

3. Memperkuat koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi/ satuan 

kerja pengelola keuangan dan aset daerah maupun dengan 

pemerintah pusat. 
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3. Struktur Organisasi 

  Struktur organisasi merupakan salah satu capaian tujuan dan 

sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

anggota organisasi pada setiap pegawai, demikian struktur organisasi 

dilakukan dengan cara yang sederhana dan efektif agar dapat bekerja 

dengan baik. Selain itu, organisasi biasa disebut sebagai struktur atau 

bagan organisasi. Dengan ini gambar skematis dari hubungan kerja antara 

orang-orang di dalamnya dalam organisasi untuk pencapaian tujuan 

organisasi. 

  Adapun halnya dengan Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng melakukan pekerjaan 

itu masing-masing sesuai dengan tugasnya dan satu sama lain saling 

berhubungan dan berupaya menciptakan suasana kerja yang disiplin dan 

dinamis untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Oleh sebab itu, 

organisasi harus mampu menggambarkan dengan jelas setiap fungsi dan 

bagian yang ada pada organisasi. 

  Bagan struktur Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 

Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng dapat dilihat bahwa semua tugas 

perencanaan berada dibawah satu tangan, demikian halnya dengan 

komando, wewenang dan pengawasan. Adapun struktur organisasi Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten 

Soppeng dapat dilihat pada bagan berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI BPKPD KABUPATEN SOPPENG 
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4. Uraian Tugas Masing-Masing 

1) Kepala Badan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

memimpin dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi urusan pemerintah daerah 

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2) Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, dan 

melaksanakan program dan kegiatan urusan umum dan kepegawaian, 

perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan 

teknis dan administrasi kepada semua unsur yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian 

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin, menyiapkan 

bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan 

ketatausahaan Bidang dan pengelolaan urusan umum kepegawaian yang 

menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

4) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 
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Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian 

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin, menyiapkan 

bahan, menghimpun, mengelola dan melakukan administrasi urusan 

perencanaan dan pelaporan serta melakukan pembinaan, pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

5) Subbagian Keuangan 

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas 

membantu Sekretaris dalam memimpin, menyiapkan bahan, 

menghimpun, mengolah dan melakukan administrasi keuangan atau 

penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, 

perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan yang menjadi 

kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6) Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan Bidang 

Anggaran yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7) Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja 

Operasi dan Tidak Terduga 

Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi 

dan Tidak Terduga dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas 
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membantu Kepala Bidang Anggaran dalam memimpin, menyiapkan 

bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan 

melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Perencanaan dan 

Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tidak Terduga yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

8) Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal 

Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal 

dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Anggaran dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan 

kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan 

program dan kegiatan Subbidang Perencanaan dan Penyusunan 

Anggaran Belanja Modal yang menjadi kewenangannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9) Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dipimpin oleh Kepala 

Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, 

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi 

serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait 

dengan Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

10) Subbidang Perbendaharaan 

Subbidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbidang, 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan 
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Pengelolaan Kas dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan 

kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan 

program dan kegiatan Subbidang Perbendaharaan yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

11) Subbidang Pengelolaan Kas 

Subbidang Pengelolaan Kas dipimpin oleh Kepala Subbidang, 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan 

Pengelolaan Kas dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan 

kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan 

program dan kegiatan Subbidang Pengelolaan Kas yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

12) Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang membantu Kepala Badan 

dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan 

daerah yang terkait dengan Bidang Akuntansi yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

13) Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dipimpin oleh 

Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Akuntansi dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan 

teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan 
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kegiatan Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang 

menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

14) Subbidang Penyusunan Laporan Keuangan  

Subbidang Penyusunan Laporan Keuangan dipimpin oleh Kepala 

Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi 

dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbidang Penyusunan Laporan Keuangan yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

15) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, 

membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan Bidang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang  menjadi kewenangannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

16) Subbidang Analisis Kebutuhan 

Subbidang Analisis Kebutuhan dipimpin oleh Kepala Subbidang, 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan 

teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan 

kegiatan Subbidang Analisis Kebutuhan yang menjadi kewenangannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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17) Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 

Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 

dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam memimpin, menyiapkan 

bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan 

melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pemanfaatan dan 

Penghapusan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

18) Subbidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, 

membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan Bidang 

Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19) Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi 

Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah 

Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi 

Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dipimpin oleh Kepala Subbidang, 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan 

Daerah dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan 

teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan 

kegiatan Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, 

Retribusi Daerah dan Lainlain PAD yang Sah yang menjadi 
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kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

20) Subbidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah 

dan Lain-lain PAD yang Sah 

Subbidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah 

dan Lain-lain PAD yang Sah dipimpin oleh Kepala Subbidang, 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan 

Daerah dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan 

teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan 

kegiatan Subbidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Ratribusi 

Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah yang menjadi kewenangannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B. Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil wawancara pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat dikumpulkan serta diambil 

segala bentuk informasi yang diperlukan. Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan. Badan Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan Daerah meyakini bahwa fungsi sistem informasi 

akuntansi diterapkan untuk menginformasikan kegiatan pengambilan 

keputusan instansi, terutama terkait dengan penggajian dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal pada instansi. 

 Pelaksanaan sistem informasi akuntansi penggajian yang baik 

merupakan proses yang efektif untuk mengarahkan dan mengendalikan 

operasi instansi. Berdasarkan dari hasil Peranan Sistem Informasi Akuntansi 
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Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, 

penulis melakukan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian BPKPD Kabupaten Soppeng 

        Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tidak jauh berbeda 

dengan dengan sistem penggajian pada instansi pemerintah lainnya. 

Sistem penggajian merupakan rangkaian dari kegiatan yang saling 

berkaitan satu sama lain. Sebagaimana telah diketahui bahwa sistem 

merupakan sekelompok dua atau lebih komponen yang saling berkaitan 

atau subsistem-subsistem yang saling bersatu untuk mencapai tujuan yang 

sama. Demikian halnya dengan sistem penggajian yang terdiri dari 

beberapa prosedur yang saling berkaitan. 

         Sebelum penulis menguraikan prosedur-prosedur yang terdapat 

dalam sistem penggajian, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian karena 

dokumen-dokumen tersebut sangat diperlukan dalam melaksanakan 

prosedur penggajian. Dokumen-dokumen yang penting dalam Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng antara 

lain: 

a. Daftar gaji Pegawai, dokumen ini berisi tentang jumlah gaji setiap pegawai 

yang meliputi: Jumlah gaji pokok, Tunjangan Keluarga Pegawai, 

Tunjangan Jabatan PNS, Tunjangan Fungsional PNS, Tunjangan Beras 

PNS, Tunjangan PPh Pasal 21, Pembulatan Gaji PNS, Jaminan 

Kesehatan Kerja, Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Jaminan Kematian 
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PNS. Dikurangi jumlah potongan-potongan seperti iuran akses, iuran PPh 

pasal 21, iuran JKK dan JKM. Dan berisi kolom tanda tangan untuk  

pengambilan gaji. Dokumen ni juga berfungsi sebagai Surat Pertanggung 

Jawaban (SPJ) bahwa gaji sudah diserahkan pada masing-masing 

pegawai. 

b. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji, dokumen ini berupa dokumen yang 

dapat menyebabkan adanya perubahan besaran gaji pegawai. Dokumen 

ini meliputi SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala. SK Mutasi, 

SK Pensiun. dan SK PNS. 

c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dokumen ini yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bendahara 

pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

d. Surat Perintah Membayar (SPM), dokumen ini dikeluarkan oleh Pejabat 

Penatausahaan Keuangan (PPK) yang ditanda tangani oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen ini berisi nama SKPD, 

Nomor Rekening Bank, Jumlah SPP yang diminta, Jumlah Potongan-

Potongan, dan Jumlah SPM. 

e. Kwitansi, dokumen ini berisi tentang jumlah uang yang diminta pada SPP. 

f. Rekapitulasi Gaji Pegawai, dokumen ini berisi tentang jumlah gaji pegawai 

PNS pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah secara 

keseluruhan. 

2. Fungsi yang terkait dalam Prosedur Penggajian BPKPD Kabupaten 

Soppeng 

         Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara gaji terdapat 

beberapa fungsi yang terkait dalam prosedur penggajian Pegawai Negeri 
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Sipil pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Soppeng, yaitu: 

a. Bidang Kepegawaian/Operator Gaji 

Fungsi bidang kepegawaian pada prosedur gaji ini yaitu untuk 

mempersiapkan daftar hadir, daftar gaji, dan dokumen pendukung 

perubahan gaji pegawai. Dokumen pendukung perubahan gaji terdiri dari: 

SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Pegawai Negeri 

Sipil, SK Mutasi, dan SK Pensiun. Penyiapan dokumen pendukung 

perubahan gaji dilakukan jika adanya perubahan dari pegawai baik karena 

adanya kenaikan pangkat, pegawai mutasi, pensiun dan lainnya. Hal 

tersebut dilakukan karena akan dilakukannya pendataan ulang. Operator 

gaji ini ditunjuk langsung oleh bendahara gaji untuk membantu 

menyiapkan dokumen dalam proses pengajuan gaji. 

b. Bendahara Gaji 

Fungsi dari Bendahara Gaji yaitu menerima daftar hadir, daftar gaji dan 

dokumen pendukung pengajuan gaji dan bertanggung jawab menyiapkan 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) serta dokumen 

pendukung lainnya untuk kemudian diserahkan kepada Bendahara 

Pengeluaran. 

c. Bendahara Pengeluaran 

Fungsi dari Bendahara Pengeluaran yaitu memverifikasi dan 

menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan 

berkewajiban mengkoreksi dan meneliti kebenaran setiap dokumen 

pendukung perubahan data pegawai sebelum diajukan ke Pejabat 

Penatausahaan Keuangan dan menerima Surat Perintah Pencairan Dana 
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Langsung (SP2D-LS) yang akan digunakan sebagai bukti untuk pencairan 

dana gaji ke masing-masing pegawai. 

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 

Fungsi dari PPK ini yaitu bertanggung jawab mengkoreksi dan meneliti 

kebenaran setiap dokumen pendukung perubahan data pegawai sebelum 

dijadikan SPP-LS oleh bendahara gaji dan diverifikasi serta ditandatangani 

oleh bendahara pengeluaran sesuai dengan lampiran yang telah dibuat. 

Selanjutnya operator pejabat penatausahaan keuangan menyiapkan Surat 

Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk diajukan kepada pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIP-D) secara online. 

e. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima dan melakukan pengujian 

SPP-LS dan SPM-LS dari Pejabat Penatausahaan Keuangan beserta 

dokumen pendukung yang sudah lengkap dan benar. Kemudian 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani 

dokumen SPP-LS dan SPM-LS yang selanjutnya akan diajukan ke Bagian 

Perbendaharaan sub bidang belanja untuk dibuatkan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D). 

f. Perbendaharaan Sub Bidang Belanja 

Fungsi ini bertanggung jawab melakukan pengujian/penelitian atas SPM 

dan dokumen pendukung lainnya yang diterima dari Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disesuaikan 

dengan dokumen pendukung lainnya dan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, jika sudah sesuai maka akan 
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dibuatkan SP2D oleh operator yang kemudian akan ditandatangani oleh 

kuasa BUD dan selanjutnya SP2D, rekap SP2D, dan Slip Pencairan Dana 

(SPD). 

         Adapun Catatan Akuntansi yang digunakan pada Kantor BPKPD 

Kabupaten Soppeng yaitu berupa: 

a. Cek, dimana untuk mengetahui berapa uang yang akan keluar setiap 

bulannya untuk melakukan pembayaran gaji PNS. 

b. Buku Pembantu, dimana buku pembantu ini berisi catatan tentang rincian 

obyek belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. 

c. Register SPP, dimana register ini dibuat oleh pencatat pembukuan yang 

digunakan untuk mencatat dan mengarsipkan SPP. 

d. Register SPM, dimana register ini dibuat oleh pencatat pembukuan yang 

digunakan untuk mencatat dan mengarsipkan SPM. 

e. Register SPJ, dimana register ini dibuat oleh pencatat pembukuan yang 

digunakan untuk mencatat dan mengarsipkan SPJ. 

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Terkait Sistem Penggajian 

BPKPD Kabupaten Soppeng 

         Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kasmawati, SE 

selaku Analis Perbendaharaan Gaji yang ada di BPKPD Kabupaten 

Soppeng, menyatakan bahwa sistem prosedur penggajian pegawai PNS 

pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Penjelasannya: 

         Dimulai dari Kepala urusan kepegawaian/operator gaji pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng 
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menyiapkan daftar hadir serta leger gaji pegawai dan jika terjadi perubahan 

yang berhubungan dengan pegawai maka perlu dokumen pendukung 

perubahan gaji yang akan diserahkan kepada bendahara gaji. Setelah 

melakukan percetakan terhadap daftar hadir dan leger gaji pegawai, maka 

daftar hadir dan leger gaji tersebut akan diserahkan ke bendahara gaji.    

         Selanjutnya, Bendahara gaji menerima daftar hadir dan leger gaji 

pegawai, kemudian bendahara gaji membuat dan mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan dokumen pendukung 

pengamprahan gaji pegawai ke Bendahara Pengeluaran pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. 

Bendahara gaji membuat permohonan pemindah bukuan 

dana/permohonan transfer dana yang dikirim langsung ke Bank tujuan. 

Sebelum diajukan ke bendahara pengeluaran, bendahara gaji terlebih 

dahulu melakukan pengecekan dan pengkoreksian pada dokumen yang 

diajukan. Jika dirasa sudah sesuai dengan standar, maka dokumen akan 

diajukan ke Bendahara Pengeluaran. 

         Kemudian Bendahara Pengeluaran menerima SPP-LS dan dokumen 

pendukung lainnya dari bendahara gaji, kemudian melakukan pengujian 

terhadap semua dokumen yang diajukan. Jika sudah sesuai dengan 

standar yang berlaku, selanjutnya Bendahara Pengeluaran memverifikasi 

dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) 

yang kemudian akan diberikan kepada kepala sub bidang keuangan selaku 

Pejabat Penatausahaan Keuangan. 

         Selanjutnya, Kepala sub bidang keuangan selaku Pejabat 

Penatausahaan Keuangan menerima SPP-LS dan dokumen pendukung 
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lainnya yang sudah ditandatangani dan diverifikasi oleh Bendahara 

Pengeluaran, kemudian PPK juga harus melakukan pengujian kembali 

dokumen tersebut. Jika belum sesuai dengan standar, maka dokumen akan 

dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki. Kemudian, jika 

telah sesuai dengan standar yang berlaku selanjutnya operator PPK akan 

menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) serta dokumen 

pendukung lainnya yang akan ditujukan ke Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran. SPM-LS dicetak rangkap 3 dimana lembar ke-3 akan 

disimpan sebagai arsip oleh PPK. 

         Selanjutnya, Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran menerima Surat 

Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dari Pejabat Penatausahaan 

Keuangan (PPK) dan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung 

(SPM-LS) serta menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung 

(SPP-LS). Setelah dokumen pendukung lainnya yang perlu ditandatangani 

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, selesai 

ditandatangani selanjutnya dokumen akan diserahkan kembali ke PPK, 

kemudian dari PPK yang akan membawa dokumen tersebut ke bidang 

Perbendaharaan sub bidang belanja. 

         Kemudian Bidang Perbendaharaan sub bidang belanja menerima 

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) beserta semua dokumen 

pendukung pengamprahan gaji dari Pejabat Penatausahaan Keuangan 

(PPK), kemudian dilakukan pengujian secara terhadap dokumen tersebut. 

Jika masih belum memenuhi standar yang berlaku maka dokumen tersebut 

akan dikembalikan ke PPK guna untuk melakukan koreksi. Namun jika 

telah sesuai maka akan dilakukan otorisasi untuk diterbitkan Surat Perintah 
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Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), Rekap SP2D, Slip Pencairan Dana 

(SPD) ke Bank BPD Kabupaten Soppeng. 

         Terakhir Bank BPD Kabupaten Soppeng menerima Surat Perintah 

Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dan kelengkapannya dari bidang 

Perbendaharaan sub bidang belanja, kemudian pihak bank melakukan 

pemeriksaan secara rinci terhadap SP2D yang dibawa oleh pihak 

perbendaharaan, jika terdapat kesalahan maka SP2D akan dikembalikan 

ke pihak perbendaharaan dan jika sudah sesuai maka selanjutnya yaitu 

pihak bank mencairkan gaji ke masing-masing pegawai sesuai dengan 

bukti transfer dari bendahara gaji, tanggal pencairan gaji sesuai dengan 

yang tercantum pada SP2D, dan setelah dicairkan pihak bank akan 

mengirimkan surat bukti setor kepada bendahara pengeluaran. 

4. Pengendalian Internal Atas Penggajian Pada BPKPD Kabupaten 

Soppeng 

         Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kasubag 

Umum dan Kepegawaian, adapun cara menerapkan sistem pengendalian 

internal pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 

(BPKPD) Kabupaten Soppeng ada 2 yaitu jalur struktural dan jalur 

fungsional. Jalur struktural merupakan pengelolaan keuangan yang 

dijalankan pada BPKPD Kabupaten Soppeng ini pengurus dan manajer 

dapat melihat alur lalu lintas keuangan yang terjadi melalui struktur yang 

ada. Sesuai dengan fungsi manajer dan pengurus yaitu mengawasi serta 

mengevaluasi setiap pengeluaran dan pemasukan keuangan dari masing-

masing bidang, dan memberikan teguran, peringatan serta petunjuk-

petunjuk kepada pengelola keuangan yang menjadi tanggungjawabnya. 
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Sedangkan, jalur fungsional ini dilakukan oleh pengawai BPKPD Kabupaten 

Soppeng untuk melihat pengelolaan keuangan yang terjadi. 

         Demi terciptanya sistem informasi atas gaji serta pengendalian 

internal gaji yang baik pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Soppeng, dilakukan pembayaran gaji dan 

pelaksanaannya  yang melibatkan beberapa bagian keuangan, bagian 

akuntansi, dan bagian internal auditor. 

a. Bagian Keuangan 

Bagian keuangan bertugas memeriksa kebenaran perhitungan gaji yang 

telah disajikan oleh kepala bagian keuangan kemudian diberikan kepada 

masing-masing kabag lainnya. 

b. Bagian Akuntansi 

Bagian akuntansi bertugas menandatangani semua bukti pembayaran gaji 

lalu memasukkan kedalam buku besar gaji. 

c. Internal Auditor 

Internal auditor bertugas mengawasi apakah prosedur pembayaran gaji 

berjalan dengan baik. 

C. Pembahasan 

     Hasil penelitian yang dapat diketahui bahwa akuntansi sangat berperan 

penting dan sudah diterapkan dengan baik dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 

Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, dimana dalam penelitian ini terdapat 

beberapa fokus yang menjadi inti penelitian yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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1. Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penggajian 

     Sistem penggajian dapat digolongkan menjadi dua sistem, yaitu sistem 

skala tunggal atau multi-skala. Satu-satunya sistem skala adalah sistem 

penggajian yang menawarkan gaji yang sama kepada pegawai dengan 

pangkat yang sama, sedikit atau tidaknya ada perhatian terhadap sifat 

pekerjaan yang dilakukan dan keseriusannya tanggung jawab yang 

profesional. Sistem skala ganda adalah sistem pembayaran berskala 

dimana gaji tidak hanya didasarkan pada pangkat tetapi juga berdasarkan 

sifat pekerjaan, kinerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab 

pekerjaanya. 

      Selain kedua sistem penggajian tersebut juga terdapat sistem 

penggajian yang ketiga yang disebut sistem skala gabungan, yaitu 

kombinasi dari sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem 

skala gabungan,  gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai yang berpangkat 

sama. Selain itu, diberikan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

menanggung tanggung jawab sesuai dengan beban yang lebih berat, 

prestasi yang tinggi, atau melakukan pekerjaan yang bersifat tertentu yang 

membutuhkan fokus dan usaha yang konstan. 

      Sebagai gambaran umum mengenai prosedur sistem informasi 

akuntansi pada siklus penggajian, sistem ini dapat berjalan jika didalamnya 

terdapat rangkaian aktivitas pemrosesan data terhadap penggajian pegawai. 

Adapun mekanisme penggajian pada BPKPD Kabupaten Soppeng sudah 

menerapkan sistem terkompu terisasi. Walaupun ada fisiknya menyusun 

namun tidak menghalangi suatu pekerjaan. 
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      Dapat dilihat pada diagram dibawah ini yang menunjukkan bagian-

bagian dalam rangkaian sistem informasi akuntansi penggajian pada siklus 

penggajian berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas, memperlihatkan gambaran umum mengenai 

prosedur sistem informasi akuntansi dalam siklus penggajian. Adapun 

aktivitas pertama pada departemen kepegawaian melakukan pencatatan 

terkait perubahan data-data induk pegawai dalam penggajian, kemudian 

dilakukan konfirmasi terkait kesesuaian jam kerja pegawai, selanjutnya 

dilakukan langkah-langkah mengenai persiapan dalam melakukan 

penggajian seperti penyesuaian gaji kotor yang dipotong dengan iuran wajib 

pegawai dan pajak penghasilan, lalu dilakukan pendistribusian gaji kepada 

pegawai melalui cek rekening, dan terakhir dilakukan penyetoran pajak 

penghasilan kepada pemerintahan sebagai bentuk kewajiban. 

 Menurut Romney & Steinbart (2018) terdapat beberapa rangkaian 

aktivitas dasar dalam siklus penggajian sebagai berikut: 

Departemen 

Manajemen SDM 

Berbagai 

Departemen 

Agensi 

Pemerintahan 

Pegawai 

 

Bank 

Perusahaan Asuransi 

dan Perusahaan Lain 

Siklus 
Penggajian 

 
Cek 

Penggajian 

Cek Gaji 

Laporan 

Laporan 

Pajak penghasilan 

dan laporan pajak 
Perubahan Tarif 

& Instruksi 

Tarif & Instruksi Pajak 

Perubahan dalam Penggajian 

 

Gambar 2.3 Diagram Konteks Bagian dan Siklus Penggajian 
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1) Memperbarui database induk penggajian 

      Perubahan terhadap database induk penggajian merupakan aktivitas 

utama dalam prosedur ini, dimana dalam setiap periode dimungkinkan 

terjadi perubahan data dan informasi pegawai yang harus dilakukan 

pembaharuan dan penyesuaian. Perubahan data tersebut dapat berupa 

perekrutan pegawai baru, pemberhentian pegawai, perubahan tarif gaji, 

perubahan gaji tertahan yang sudah ditetapkan, perubahan tarif pajak, dan 

potongan asuransi maupun potongan lainnya. 

2) Memvalidasi data waktu dan kehadiran 

      Aktivitas kedua adalah melakukan validasi waktu dan kehadiran 

dengan tujuan untuk mengetahui berapa jumlah insentif yang harus 

dibayar dan jumlah potongan yang harus ditetapkan. Dokumen pendukung 

dalam aktivitas ini adalah 20 kartu waktu dimana dokumen tersebut 

digunakan untuk mencatat waktu kehadiran seluruh pegawai. 

3) Mempersiapkan Penggajian 

      Aktivitas ini merupakan langkah dalam melakukan ralat data transaksi 

penggajian dan konfirmasi terhadap transaksi penggajian dimana 

transaksi tersebut akan disortir berdasarkan nomor induk pegawai. 

Kemudian transaksi yang sudah disortir tersebut digunakan untuk 

menyiapkan gaji pegawai dalam bentuk gaji kotor kemudian dikurangi oleh 

potongan berupa pajak penghasilan pasal 21 dan potongan dalam bentuk 

iuran lainnya sehingga membentuk gaji bersih pegawai. Jumlah gaji kotor 

dan potongan gaji tadi dicatat dalam daftar penggajian dalam format 

multikolom. 

4) Melakukan Penggajian 
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      Penggajian dilakukan dengan pendistribusian gaji melalui cek maupun 

setoran langsung sejumlah gaji bersih ke dalam rekening bank pribadi 

pegawai. Aktivitas ini dilakukan oleh petugas penggajian dengan 

memeriksa dan menyetujui daftar penggajian yang berisi jumlah gaji kotor 

dikurangi dengan potongan wajib dan lainnya. 

5) Pengeluaran Pajak Penghasilan dan Potongan Lain 

      Aktivitas terakhir adalah menghitung jumlah besarnya potongan pajak 

penghasilan dan iuran wajib seperti iuran asuransi pegawai yang berasal 

dari gaji kotor pegawai. Pada dasarnya, sistem hukum yang berlaku 

mewajibkan para pegawai untuk membayar pajak penghasilan dari gaji 

pegawai dan menyarankan untuk ikut membayar iuran seperti asuransi 

pegawai. 

  Penjelasan secara rinci mengenai PNS atau Aparatur sipil negara 

(ASN) secara umum terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia 

mengenai aparatur sipil negara, dalam hal ini undang-undang yang terbaru 

adalah Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil 

negara, disana dijelaskan aparatur sipil negara terdiri dari PNS dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada undang-undang 

tersebutlah semua hal mengenai ketentuan tentang aparatur sipil negara 

dijelaskan, dimulai dari pengertian 67 aparatur sipil negara, kode etik 

sampai dengan masalah hak dan kewajiban bagi aparatur sipil negara, 

berikut ini beberapa bagian yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :  

         Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil 

negara, pada bab enam yang membahas mengenai hak dan kewajiban 

bagi pegawai negeri sipil. Pada bagian pertama disebuatkan mengenai 
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hak dapat di peroleh pegawai negeri sipil secara individu, hak pegawai 

negeri sipil ini dimuat pada pasal 21 undang-undang aparatur sipil negara, 

yang isinya adalah pegawai negeri sipil berhak memperoleh: 

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 

b. cuti; 

c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 

d. perlindungan; dan 

e. pengembangan kompetensi. 

    Selain dari hak pegawai negeri sipil, pada bab empat juga memuat 

mengenai hak pegawai pemeritah dengan perjanjian kerja. Dimana hak 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini di muat pada bagian kedua, 

yang selanjutnya dimuat pada pasal 22, dengan isi bahwa pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja berhak memperoleh: 

a. gaji dan tunjangan; 

b. cuti; 

c. perlindungan; dan 

d. pengembangan kompetensi. 

     Selain menganai hak bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja, pada bab empat juga membahas 

mengenai kewajiban bagi pegawai aparatur sipil negara, dimana 

didalamnya termasuk pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja. Kewajiban bagi pegawai aparatur sipil negara tersebut 

dimuat pada pasal 23, dengan isi bahwa Pegawai aparatur sipil negara 

wajib. 
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a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

pemerintah yang sah; 

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang; 

d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab; 

f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan 

dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar 

kedinasan; 

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

     Pengaturan mengenai hak bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja serta kewajiban bagi pegawai apartur 

sipil negara pada pasal 21, 22, dan 23 hanya bersifat umum dan belum 

secara jelas menjelaskan hak terperinci yang dapat diperoleh oleh pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan 

kewajiban seperti apa saja yang harus dipenuhi semua pegawai aparatur 

sipil negara, oleh kerena itu pada pasal 24 undang undang aparatur sipil 

negara disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta 
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kewajiban pegawai aparatur sipil negara, akan diatur denangan peraturan 

pemerintah. 

         Selain pada pasal 21, 22, dan 23, aturan mengenai hak pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga 

disebutkan pada undang-undang aparatur sipil negara pasal pasal 79 dan 

80, pada pasal 79 merinci mengenai gaji yang harus dibayarkan oleh 

pemerintah dengan ketentuan Pemerintah membayar gaji yang adil dan 

layak kepada pegawai negeri sipil serta menjamin kesejahteraan pegawai 

negeri sipil, dan dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, 

dan resiko pekerjaan, yang pelaksanaan pembayarannya dilakukan secara 

bertahap. Selain itu disebutkan juga mengenai pembagian beban 

pembayaran gaji bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana 

yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran 

pendapatan dan belanja negara, sedangkan pegawai negeri sipil yang 

bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

       Selain kewajiban membayarkan gaji sebagaimana disebutkan pada 

pasal 79, pemerintah juga wajib memberikan tambahan selain daripada 

gaji, berupa tunjangan dan fasilitas, hal ini dimuat pada pasal 80, yang 

isinya berupa kewajiban pemerintah memberikan tunjangan dan fasilitas 

selain dari gaji, tunjangan yang maksud adalah meliputi tunjangan kinerja 

dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan 

pencapaian kerja pegawai negeri sipil, sedangkan tunjangan kemahalan 

dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga 

yang berlaku di daerah masingmasing. Pembebanan pembayarannya 
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berdasarkan pegawai negeri sipil yang bekerja pada pemerintah pusat 

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangakan 

pegawai negeri sipil yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan 

pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

         Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, 

tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana yang telah disebutkan 

dalam Pasal 79 dan Pasal 80 undang-undang aparatur sipil negara maka 

rinciannya adakan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada pasal 79 dan 

80 disebutkan bahwa apatur sipil negara berhak menerima gaji dan 

tunjangan sebagai konpensasi kerja pegawai, dan pada pasal 81 

menjelaskan bahwa pengaturannya di atur dalam peraturan pemerintah 

berisi rincian jumlah gaji yang berhak diterima oleh masing-masing 

golongan atau tingkatan. Peraturan pemerintah mengenai jumlah gaji yang 

terbaru adalah Peraturan Pemerintah RI No. 30 tahun 2015 tentang 

perubahan ketujuh belas peraturan pemerintah No 7 tahun 1977 tentang 

peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain rincian gaji yang harus di 

atur oleh peraturan pemerintah, pada pasal 79 juga menyebutkan bahwa 

pembayaran gaji dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan 

negara bagi PNS pusat. 

        Adapun dalam anggaran belanja dan pendapatan negara diatur dalam 

undang-undang yang dikeluarkan setiap tahun mengenai rencana belanja 

dan pendapatan negara tahun berikutnya, sedangkan pada 

pelaksanaannya diatur dalam undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, didalam undang-undang ini disebutkan tahapan 

yang harus dilakukan agar APBN/APBD dapat dilaksanakan dan untuk 
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memudahkan pelaksanaan maka dikeluarkan keputusan presiden tentang 

pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain 

itu pada bagian teknis perencanan masing-masing lembaga maka akan 

dikeluarkan peraturan pemerintah, seperti peraturan pemerintah no 21 

tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian 

Negara/lembaga, setelah masing-masing lembaga menyusun rencana 

kerja dan anggaran, yang didalamnya termasuk anggaran untuk belanja 

gaji pegawai, maka selanjutnya menjadi tugas menteri keuangan sebagai 

bendahara umum negara untuk pengaturan pengeluaran atau pencairan 

anggaran pendapatan dan belanja negara, oleh karena itu dikeluarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2005 

tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan 

dan belanja negara, yang berisi mekanisme yang harus dilakukan agar 

dapat dilakukan pembayaran dari APBN yang telah diajukan. 

        Pada peraturan menteri keuangan Republik Indonesia, nomor 

134/PMK.06/2005, mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam peraturan ini lah semua 

mekanisme pembayaran anggaran pendapatan dan belanja negara 

dijelaskan, dimana termasuk didalamnya adalah pembayaran gaji bagi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pembayaran gaji dilakukan berdasarkan Surat 

Perintah Membayar (SPM) yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D) yang dilakukan berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

       Pada peraturan menteri ini mekanisme teknis yang dijelaskan masih 

sama dengan peraturan menteri keuangan sebelumnya mengenai 
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pedoman pembayaran dan pelaksanaan APBN, namun pada peraturan 

menteri keuangan ini lebih membahas pada bank penyalur gaji yang 

digunakan, dimana dijelaskan bahwa gaji hanya dapat dilakukan melalui 

bank-bank yang telah ditunjuk oleh kuasa BUN, dan setiap satuan kerja 

harus memilih bank yang akan digunakan, jika satuan kerja menggunakan 

lebih dari satu bank operasional penyalur gaji, maka salah satu dari bank 

tersebut harus bank umum syariah. 

2. Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Menunjang 

Efektivitas Pengendalian Internal 

      Tujuan pengendalian internal atas gaji yang dibayarkan kepada setiap 

pegawai dan untuk memperoleh keyakinan bahwa gaji yang dibayarkan 

adalah kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu juga untuk 

mencegah pembayaran gaji kepada pegawai fiktif atau jumlah gaji yang 

dibayarkan terlampau. Adapun untuk mencapai tujuan pengendalian internal 

atas penggajian, maka sistem informasi akuntansi atas penggajian 

mempunyai peranan sangat penting dimana sistem informasi akuntansi 

penggajian berperan dalam menyediakan dan mengkoordinir formulir, 

dokumen dan catatan yang memadai yang berguna dalam pengendalian 

internal penggajian. Dengan kata lain, tujuan pengendalian internal 

penggajian dapat dicapai dengan dilaksanakannya komponen pengendalian 

internal penggajian dan peranan sistem informasi akuntansi penggajian 

dalam menyediakan dokumen, catatan, prosedur dan laporan. 

      Setelah melihat sistem informasi akuntansi penggajian yang 

diterapkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Soppeng, maka dalam sub bab ini penulis akan menguraikan 
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sistem informasi akuntansi penggajian dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal penggajian. Adapun sistem informasi akuntansi 

penggajian yang telah diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng telah memadai, karena unsur-

unsur yang dibutuhkan dalam sistem informasi akuntansi penggajian yang 

memadai telah terpenuhi, sehingga dapat menunjang pengendalian internal 

atas gaji perusahaan yang tercermin dengan adanya: 

a. Tujuan 

Secara umum tujuan diadakannya sistem informasi akuntansi penggajian 

pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Soppeng, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari informasi mengenai 

gaji yang dihasilkan dan membantu mengefektifkan pengendalian internal 

penggajian. Masalah gaji merupakan hal yang penting bagi instansi 

karena akan mempengaruhi prestasi, tingkat produktifitas kerja serta 

dedikasi pegawai kepada instansi. 

b. Masukan 

Dalam aktivitas penggajian, perusahaan telah melakukan pencatatan 

atas pembayaran gaji dan perhitungan gaji dilaksanakan oleh bagian 

keuangan yang berpedoman pada keputusan gaji karyawan dari berbagai 

personalia pada saat pengangkatan pegawai. 

c. Keluaran 

Adanya keluaran berupa mengkaji ulang laporan yang diberikan bagian 

personalia oleh manajer personalia dan dalam pendistribusian slip gaji 

pegawai yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. 

d. Penyimpanan Data 
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Segala data yang berkaitan dengan gaji, disimpan dalam bentuk arsip 

maupun file komputer. 

e. Pengolahan 

Perusahaan selalu menggunakan komputer dalam mengolah datanya. 

Hal ini dilakukan untuk menjamin akurasi dan informasi yang dihasilkan. 

f. Instruksi dan Prosedur 

Instruksi dan prosedur yang terinci mengenai penggajian, dapat dilihat 

melalui selebaran yang memuat mengenai keputusan direksi Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng 

maupun melalui buku-buku panduan yang diterbitkan. 

g. Pengguna 

Para pengguna sistem informasi akuntansi penggajian pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng 

adalah pejabat dan pegawai yang ada pada seksi administrasi dan 

keuangan serta seluruh pejabat dan pegawai lain yang ada di Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. 

h. Pengendalian dan Pengukuran Keamanan 

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Soppeng telah diterapkan penggunaan password khusus untuk 

membatasi akses ke data penggajian dan penggunaan kartu hadir dan 

daftar tertulis yang akan dijadikan dasar besarnya gaji yang dibayarkan 

kepada pegawai. 

Manfaat sistem pengendalian yang diterapkan pada BPKPD Kabupaten 

Soppeng sebagai berikut: 
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a. Sistem pengendalian manajemen dapat mengetahui sejauh mana 

pogram sudah dilakukan oleh staff apakah sesuai dengan standar atau 

bahkan rencana kerja, dan apakah sumber daya telah digunakan sesuai 

dengan yang telah ditetapkan. 

b. Sistem pengendalian manajemen memiliki fungsi wasdal akan 

meningkatkan efisiensi kegiatan program. 

c. Sistem pengendalian manajemen dapat mengetahui apakah waktu dan 

sumber daya lainnya dapat mencukupi kebutuhan dan dapat 

dimanfaatkan secara efisien. 

d. Sistem pengendalian manajemen dapat mengetahui sebab-sebab yang 

terjadi pada penyimpangan. 

e. Sistem pengendalian informasi dapat untuk memberikan ruang regular 

untuk superviesees untuk dapat merenungkan isi dan pekerjaan mereka. 

f. Sistem pengendalian informasi ketika menerima informasi dan 

perspeketif lain mengenai pekerjaan seseorang. 

g. Sistem pengendalian informasi untuk menjadi dukungan baik dari segi 

pribadi maupun pekerjaan. 

h. Sistem pengendalian informasi dapat memastikan bahwa pribadi dan 

sebagai orang pekerja tidak dapat ditinggalkan tidak perlu membawa 

kesulitan, masalah dan proyeksi saja. 

i. Sistem pengendalian informasi untuk menjadi pro-aktif bukan sebagai re-

aktif. 

j. Sistem pengendalian informasi dapat memastikan kualitas dari 

pekerjaan. 
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 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian yang diterapkan oleh 

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Soppeng yang telah memadai tersebut didukung oleh terpenuhinya 

tujuan-tujuan sistem informasi akuntansi dan manfaat dari sistem 

pengendalian. Berdasarkan pengendalian internal penggajian yang 

diterapkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Soppeng maka penulis akan menguraikan mengenai 

efektivitas pengendalian internal penggajian yang ada pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng yang 

dinilai telah memadai. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pelaksanaan 

unsur-unsur pengendalian internal dalam instansi yang dapat diuraikan 

pada lingkungan pengendalian dan nilai etika dan kejujuran. 

 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Soppeng ditetapkan peraturan yang tertulis antara lain 

mengenai jam masuk kerja, jam pulang kerja, dan hukuman disiplin yang 

berkaitan dengan ketidakhadiran seorang pegawai. Peraturan tersebut 

untuk dijalankan oleh setiap pegawai dalam praktik kerja sehingga dapat 

menjadi etika dan perilaku pegawai. Dengan demikian nilai etika dan 

kejujuran dapat dijadikan dasar pengendalian yang dilakukan oleh 

manajemen instansi dalam mengurangi dan mencegah tindakan 

penyelewengan yang dilakukan oleh individu-individu dalam sebuah 

instansi. 

         Pada penelitian sebelumnya, sistem informasi akuntansi penggajian 

memiliki pengaruh dan peranan penting dalam pengendalian internal. 

Selain itu, hasil penelitian sebelumnya didukung Theory of Reasoned 
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Action (TRA) yang menjelaskan seseorang atau individu akan menyadari 

bahwa sistem informasi akuntansi  akan menghasilkan manfaat bagi 

penggunanya. Adapun manfaat sistem informasi akuntansi penggajian 

dapat meminimalkan kekeliruan perhitungan dalam memproses 

perhitungan gaji yang akan dibayarkan dan mengevaluasi hasil yang 

diterima perusahaan dengan dana yang dikeluarkan untuk gaji sehingga 

beberapa masalah dapat diminimalisir, seperti masalah keterlambatan 

pendistribusian gaji, kesalahan pencatatan absensi karyawan, serta 

masalah lain yang mungkin timbul selama proses penggajian berlangsung 

serta membantu dalam meningkatkan pengendalian internal sehingga 

terhindar dari kecurangan, penyalahgunaan maupun kesalahan yang dapat 

merugikan perusahaan (Alam, 2022). 

        Selanjutnya, dalam penelitian sebelumnya yang berjudul "Sistem 

Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non 

Pegawai Negeri" menghasilkan analisis berdasarkan dari penerapan  

sistem informasi akuntansi  pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Bone untuk yang PNS pada penerapan sistem informasi 

akuntansi dan ketentuan peraturan pemerintah  sudah sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah. Pada pembayaran gaji PNS sistem 

penggajian menggunakan dana LS dan pada sistem penggajian PNS 

dilakukan melalui tahap pembuatan SPP sampai tahap akhir yaitu dibawa 

ke bank untuk dapat di transfer ke rekening masing-masing pegawai 

(Wulaningrum, 2022). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian yang telah diperoleh dari 

penjelasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem 

informasi akuntansi penggajian berperan penting dan sudah diterapkan 

dengan baik dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng 

dalam aktivitas penggajian pegawai. Adapun prosedur penggajian pegawai 

pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Soppeng  mengacu pada Surat Perintah Membayar sebagai dasar untuk 

diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya untuk 

pengendalian internal penggajian yang diterapkan pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng dapat 

dinyatakan telah efektif. Sistem Informasi Akuntansi penggajian yang 

diterapkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 

(BPKPD) dapat mendukung keefektifan pengendalian internal penggajian 

yang memadai karena unsur-unsur yang dibutuhkan telah terpenuhi sehingga 

dapat menunjang efektivitas pengendalian internal atas pembayaran gaji  

yang tercermin dengan adanya tujuan, masukan, keluaran, penyimpanan 

data, pengolahan, instruksi dan prosedur, pengguna, dan pengendalian dan 

pengukuran keamanan.  
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B. Saran 

        Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi penggajian telah efektif sebaiknya 

dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan sehingga tidak terdapat 

kesalahan dalam penggajian. 

2. Pengendalian internal gaji telah efektif sebaiknya dipertahankan dan bila 

perlu ditingkatkan sehingga penyelewengan dapat dihindari. 

3. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada 

pelaksanaan penggajian pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, sebaiknya adanya pemisahan 

tugas antara bagian yang mengentri data gaji dengan bagian yang 

mengolah data gaji. Hal ini untuk memudahkan pembagian tugas dan 

memudahkan pengawasan, sehingga setiap personil mempunyai tugas 

masing-masing dan dapat saling mengawasi. Oleh karena itu, setiap 

personil dapat berkonsentrasi dengan masing-masing dan data yang 

dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Transkip Wawancara 

1. Nama  : Kasmawati, SE 

Jabatan  : Analis Perbendaharaan 

No Pertanyaan Respon 

1 Apakah sistem penggajian di 

Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) 

Kabupaten Soppeng sudah 

berjalan/diterapkan? 

Sistem penggajian sudah berjalan 

dan diterapkan dengan memakai 

sistem simgaji. 

2 Berapa jumlah pegawai yang ada 

di Badan Pengelola Keuangan 

dan Pendapatan Daerah 

(BPKPD) Kabupaten Soppeng? 

Jumlah pegawai yang ada pada 

BPKPD Kabupaten Soppeng ada 

100 orang pegawai. 

3 Apa saja fungsi prosedur 

penggajian yang terkait dalam 

Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) 

Kabupaten Soppeng? 

Fungsi yang terkait dalam 

prosedur penggajian antara lain: 

Bidang Kepegawaian/Operator 

Gaji, Bendahara Gaji, Bendahara 

Pengeluaran,Pejabat 

Penatausahaan Keuangan (PKK), 

Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran, dan 

Perbendaharaan Subbidang 
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Belanja. 

4 Bagaimana prosedur penggajian 

pada Badan Pengelola Keuangan 

dan Pendapatan Daerah 

(BPKPD) Kabupaten Soppeng? 

Memberikan gaji sesuai dengan 

SK CPNS, jika seumpama ada 

perubahan kenaikan pangkat 

berkala maka dilakukan 

perubahan. 

 

2. Nama  : Lies Utini, SE.,M.Si 

Jabatan : Sekretaris 

No Pertanyaan Respon 

1 Tunjangan apa saja yang 

diberikan kepada pegawai 

Badan Pengelola Keuangan 

dan Pendapatan Daerah 

(BPKPD) Kabupaten 

Soppeng? 

Tunjangan yang diberikan yaitu 

tunjangan umum, tunjangan 

personal, dan tunjangan jabatan. 

2 Dokumen apa saja yang 

digunakan dalam proses 

penggajian di Badan 

Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) 

Kabupaten Soppeng? 

Dokumen yang digunakan yaitu 

SK Kenaikan Pangkat, SK Berkala, 

Akta Kelahiran Anak, Surat Nikah 

(apabila sudah menikah dan ingin 

memasukkan tanggungan). 

3 Apa saja catatan akuntansi 

yang digunakan dalam proses 

Catatan akuntansi yang digunakan 

pada kantor BPKPD Kabupaten 
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penggajian di Badan 

Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) 

Kabupaten Soppeng? 

Soppeng antara lain: Cek, buku 

pembantu, register SPP, register 

SPM, dan register SPJ. 

4 Laporan apa saja yang 

dihasilkan dalam proses 

penggajian di Badan 

Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) 

Kabupaten Soppeng? 

Laporan yang dihasilkan yaitu 

laporan daftar gaji, laporan bebas 

tanggungan (utang) dan laporan 

penghasilan pegawai. 

 

3. Nama  : Nurdaliah Nur, S.Sos.,M.Si 

 Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaiaan 

No Pertanyaan Respon 

1 Permasalahan apa saja yang 

sering terjadi pada waktu 

penggajian di Badan 

Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) 

Kabupaten Soppeng? 

Permasalahan yang sering terjadi 

yaitu keterlambatan SK Pegawai 

namun itu bukan kesalahan dari 

bidang ini biasanya terlambat dari 

BKD. 

2 Bagaimana dengan sistem 

komputer yang ada di Badan 

Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) 

Sistem komputer yang ada di 

BPKPD Kabupaten Soppeng 

sudah menggunakan sistem 

komputerisasi. Walaupun ada 
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Kabupaten Soppeng? Apakah 

masih menggunakan manual 

sehingga bisa terjadinya 

kesalahan/kecurangan dalam 

proses penggajian? 

fisiknya menyusun namun tidak 

menghalangi suatu pekerjaan. 

Sehingga mengurangi adanya 

kesalahan, tapi untuk sekarang ini 

kesalahan yang biasa dilakukan 

yaitu pada Sumber Daya Manusia 

(SDM) sendiri apakah ingin 

bekerja. Adapun untuk kualitas 

sarana dari segi komputer di 

BPKPD ini sudah aman kareana 

sudah menggunakan beberapa 

aplikasi baik dalam penginputan 

keuangan, gaji, dan kepegawaian 

sendiri sudah menggunakan 

aplikasi. 

3 Bagaimana cara menerapkan 

sistem pengendalian internal 

agar tidak terjadi kesalahan 

dalam proses penggajian di 

Badan Pengelola Keuangan 

dan Pendapatan Daerah 

(BPKPD)Kabupaten Soppeng? 

Cara menerapkan sistem 

pengendalian internal dalam 

proses penggajian BPKPD 

Kabupaten Soppeng ada dua yaitu 

jalur struktural dan jalur fungsional. 

Jalur struktural maksudnya dalam 

pengelolaan keuangan yang 

dijalankan pada BPKPD 

Kabupaten Soppeng ini pengurus 

dan manajer dapat melihat alur 
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lalu lintas keuangan yang terjadi 

melalui struktur yang ada. Sesuai 

dengan fungsi manajer dan 

pengurus yaitu mengawasi serta 

mengevaluasi setiap pengeluaran 

dan pemasukan keuangan dari 

masing-masing bidang, dan 

memberikan teguran, peringatan 

serta petunjuk-petunjuk kepada 

pengelola keuangan yang menjadi 

tanggungjawabnya. Sedangkan, 

jalur fungsional ini dilakukan oleh 

pengawas BPKPD Kabupaten 

Soppeng untuk melihat 

pengelolaan keuangan yang 

terjadi. 

4 Apakah tugas dan fungsi 

bagian pengelola keuangan 

sudah berjalan dengan baik? 

Tugas dan fungsi bagian pengelola 

keuangan sudah berjalan dengan 

baik karena kapan fungsi 

keuangan BPKPD Kabupaten 

Soppeng tidak berjalan dengan 

lancar dampaknya sangat besar 

bagi instansi dari segi 

pembangunan dan kenyamanan 

para  pegawai karena semua 
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bersumber dari fungsi tersebut. 

Kantor BPKPD Kabupaten 

Soppeng merupakan pusatnya 

kantor jadi kapan ini bermasalah 

semua akan kena dampaknya 

karena titik pusatnya yaitu pada 

keuangan maka tidak ada yang 

bisa berjalan jika pengelola 

keuangannya tidak berjalan 

dengan baik. 

 

 

Lampiran 2 : Rekapitulasi Gaji Pegawai  
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Lampiran 3 : Daftar Hadir Pegawai  
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Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara 

 

Dokumentasi bersama Ibu Kasmawati, SE (Analis Perbendaharaan) 

 

 

Dokumentasi bersama Ibu Lies Utini, SE.,M.Si (Sekretaris) 



 
 

77 
 

 

Dokumentasi bersama Ibu Nurdaliah Nur, S.Sos.,M.Si (Kasubag Umum 

dan Kepegawaiaan) 

 

 

Dokumentasi bersama Pegawai BPKPD Kabupaten Soppeng 
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Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian  
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Lampiran 6 : Validasi Data 
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Lampiran 7 : Surat Keterangan Bebas Plagiat 
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